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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Permasalahan 

Kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah itu 

sendiri dan kemandirian daerah tersebut dalam menyelenggarakan pemerintahan 

daerah, dimana ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan 

desentralisasi fiskal (Mahmudi, 2010:18). Pelaksanaan otonomi daerah di 

Indonesia dimulai dengan diterapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

kemudian direvisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan telah 

diperbarui kembali menjadi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, 

Pemerintah Daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dan 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 kemudian direvisi menjadi Undang– 

Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah disebutkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, 

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, 

kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban 

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada 

masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan 

keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas 

belanja daerah, serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.  

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut 

untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan 

rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik 

(good governance). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk 

meningkatkan penerimaan dari sumber–sumber penerimaan daerah, salah satunya 

dengan meningkatkan PAD. Untuk mengoptimalkan PAD maka beberapa pos 
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PAD harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil 

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.  

Selain itu dalam sumber-sumber Pendapatan Daerah juga terdapat 

Pendapatan Transfer, menurut Hines and Thaler dalam Goeminne Stijn et al 

(2017), “Grants to be equivalent to an increase in income that inhabitants should 

spend analogously to any other increase in income. The expectation is that an 

increase in income inspires inhabitants to spend more on both public and private 

goods.” Dengan kata lain, transfer seharusnya mendorong pemerintah untuk 

meningkatkan belanja publik sejalan dengan peningkatan pendapatan daerah. 

Namun, pemberian transfer dihadapkan pada suatu fenomena umum dalam 

menunjang keberhasilan pembangunan daerah yaitu terjadi peningkatan 

pengeluaran daerah sejalan dengan meningkatnya dana transfer dari pemerintah, 

sehingga pemberian transfer tersebut berakibat pada ketidakefektifan dalam 

pembiayaan pengeluaran daerah dimana respon belanja daerah lebih besar 

terhadap transfer, maka fenomena tersebut disebut dengan flypaper effects 

(Hamilton, 1983; Hines dan Thaler, 1995; Melo, 2002). Semakin besar transfer 

yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat 

pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi 

kebutuhan daerahnya. Selain itu, flypaper effect juga mempengaruhi 

kecenderungan belanja Pemerintah Daerah pada periode selanjutnya sehingga 

efek tersebut akan berakibat jangka panjang.  

Kemandirian keuangan daerah merupakan cerminan dari otonomi daerah. 

Ladner et al. (2016), mengatakan bahwa “Local autonomy is a highly valued 

feature of good governance”. Salah satu aspek penting pelaksanaan kewenangan 

otonomi daerah adalah mengetahui tingkat kemandirian daerah dalam membiayai 

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan melalui peningkatan 

potensi penerimaan daerah (Enceng et al., 2012). Semakin tinggi tingkat 

kemandirian keuangan daerah, menggambarkan bahwa pemerintah daerah telah 

mampu meningkatkan kemampuan keuangan yang berasal dari daerah lokal serta 

mengurangi ketergantungan terhadap bantuan dana pemerintah pusat. Tingkat 

kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan 
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pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, 

pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan 

retribusi dan sumber-sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan 

yang diperlukan daerah.  

Keberhasilan kemampuan keuangan daerah dalam melaksanakan otonomi 

daerah salah satunya dilihat dari kemandirian keuangan daerah tersebut. Suatu 

daerah yang sudah mandiri dalam aspek keuangan diharapkan bisa melaksanakan 

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tanpa mengharapkan transfer 

dana dari pemerintah pusat. “Rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan 

cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi 

dengan jumlah Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Provinsi serta 

Pinjaman Daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan Pemerintah 

Daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerahnya (Mahmudi, 2010: 142)”. 

Fenomena mengenai tingkat kemandirian keuangan daerah adalah ketergantungan 

pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat yang dapat dilihat dari 

aspek keuangan.  

Sumatera Selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di 

bagian selatan Pulau Sumatera. Provinsi Sumatera Selatan secara administratif 

terdiri dari 17 Kabupaten/Kota yaitu 13 Kabupaten dan 4 Kota, 2 diantaranya 

merupakan Kabupaten hasil dari pemekaran yaitu Kabupaten Penukal Abab 

Lematang Ilir (PALI) yang merupakan daerah otonomi baru hasil pemekaran dari 

Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang 

merupakan pemekaran dari Kabupaten induknya yakni Musi Rawas. Secara garis 

besar selama periode 2014-2017 hampir keseluruhan Kabupaten/Kota pada 

Provinsi Sumatera Selatan mengalami peningkatan pendapatan di setiap tahunnya. 

Namun, pada rasio kemandirian keuangan masing-masing kabupaten/kota 

mengalami fluktuasi. Salah satu penyebabnya yaitu ketergantungan daerah yang 

terlihat dari relatif rendahnya PAD dan dominannya Transfer dari Pusat, sehingga 

berimplikasi pada tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 
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                                 Pendapatan Asli Daerah                          i        

                        Transfer Pusat + Provinsi + Pinjaman 

Informasi tersebut juga didukung dengan ringkasan pendapatan daerah 

yang berasal dari laporan realisasi anggaran Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan selama 4 tahun terakhir yaitu tahun 2014 hingga 2017. Di bawah ini 

penulis mengambil sampel beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera 

Selatan yaitu 3 Kabupaten dan 2 Kota untuk mengukur tingkat kemandirian 

keuangan daerah yang disajikan pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2014-2017 

Kabupaten/ 

Kota 
Tahun PAD 

Pendapatan 

Transfer 

Rasio 

Kemandirian 

(%) 

Kabupaten 

Banyuasin 

2014 106.917.589.923,06 1.528.099.956.749,16 6,99% 

2015 96.219.655.177,21 1.623.717.739.062,48 5,93% 

2016 104.218.245.467,43 1.833.008.806.063,41 5,69% 

2017 125.984.368.887,92 1.880.437.883.556,66 6,70% 

Kabupaten 

Empat 

Lawang 

2014 32.656.389.092,31 748.741.332.379,41 4,36% 

2015 27.118.381.319,10 701.581.260.253,05 3,87% 

2016 22.347.811.179,36 739.417.430.124,95 3,02% 

2017 68.806.714.653,58 834.543.070.002,99 8,24% 

Kabupaten 

Lahat 

2014 125.319.372.145,89 1.270.995.434.433,10 9,86% 

2015 189.584.741.246,38 1.450.316.926.802,92 13,07% 

2016 184.972.794.850,68 1.535.398.070.973,32 12,05% 

2017 164.495.177.551,81 1.600.519.841.655,88 10,28% 

Kota 

Palembang 

2014 734.218.688.570,79 2.094.810.134.822,48 35,05% 

2015 736.926.505.928,58 2.124.819.891.737,52 34,68% 

2016 781.413.947.765,14 2.132.270.003.171,24 36,65% 

2017 1.091.704.605.854,90 2.307.939.678.493,49 47,30% 

Kota 

Prabumulih 

2014 64.169.588.731,40 749.378.376.264,61 8,56% 

2015 72.236.033.964,81 743.416.287.958,06 9,72% 

2016 86.253.193.266,64 848.487.167.383,10 10,17% 

2017 119.192.660.726,34 774.375.335.768,97 15,39% 
 

Sumber : BPK RI, data diolah (2019) 

 

 

 
Sumber : Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Mahmudi (2016) 

X 100% 
Rasio 

Kemandirian  
=  
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Data pada tabel 1.1 menunjukkan kontribusi PAD terhadap total 

Pendapatan Transfer yang berimplikasi pada Rasio Kemandirian Keuangan 

Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Setiap daerah di Sumatera 

Selatan memiliki tingkat kemandirian keuangan yang berbeda-beda. Berdasarkan 

hal tersebut diperoleh informasi bahwa tingkat kemandirian pada beberapa 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan rata-rata mengalami penurunan 

pada tahun 2014-2016 sedangkan pada tahun 2017 rata-rata kembali mengalami 

peningkatan. Tingkat kemandirian keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan selama 4 tahun terakhir dalam kemampuan keuangannya dapat 

dikatakan cukup rendah. Dimana pada Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Empat 

Lawang, Kabupaten Lahat dan Kota Prabumulih dapat diketahui bahwa rasio 

kemandiriannya hanya berkisar pada angka 3-15% yang dapat diartikan dalam 

ukuran kemampuan keuangannya yaitu rendah sekali dan termasuk pada pola 

hubungan instruktif yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada 

kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi 

daerah secara finansial). Dan pada Kota Palembang sendiri diketahui bahwa rasio 

kemandiriannya berkisar pada angka 35-47% yang dapat diartikan dalam ukuran 

kemampuan keuangannya yaitu rendah dan termasuk pada pola hubungan 

konsultatif yaitu dimana campur tangan pemerintah pusat yang sudah mulai 

berkurang serta lebih banyak memberikan konsultasi, hal ini dikarenakan daerah 

dianggap sedikit lebih dapat untuk melaksanakan otonomi daerah. 

Dengan perkembangan keuangan yang cukup rendah selama 4 tahun 

terakhir pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumsel maka penulis tertarik untuk 

mengangkat judul dalam penelitian ini yaitu: Analisis Flypaper Effect pada 

Belanja Daerah dan Implikasinya terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan. 
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1.2  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat 

dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?  

2. Bagaimana pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah? 

3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer 

secara simultan terhadap Belanja Daerah? 

4. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan 

Belanja Daerah secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan 

Daerah? 

 

1.3  Batasan Masalah 

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan menyimpang dari permasalahan 

yang ada, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian hanya pada flypaper 

effect yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer pada Belanja 

Daerah dan dampaknya terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian 

ini dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Selatan pada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI) selama periode Tahun 2014-2017. 

 

1.4  Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah pasti mempunyai 

tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini yang menjadi tujuan penelitian adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja 

Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.  

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Transfer terhadap Belanja Daerah 

pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan 

Transfer secara simultan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di 

Provinsi Sumatera Selatan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer 

dan Belanja Daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada 

Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dikarenakan memiliki manfaat yaitu: 

1. Bagi Penulis 

Untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan dalam peningkatan 

kemampuan berfikir dan penelitian. 

2. Bagi Akademis 

Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dan diharapkan dapat 

memberi kontribusi dalam pengembangan penelitian dibidang anggaran dan 

akuntansi. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Sebagai bahan masukan dan diharapkan dapat membantu mengevaluasi 

kinerja keuangan pemerintah daerah terutama dalam pengendalian tingkat 

kemandirian keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi 

Sumatera Selatan. 

 


